
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR : l £  TAHUN 2 0 1 9

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

: a. bahwa un tuk  m elaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah m aka perlu menyusun Pera turan  Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018;
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Mengingat :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a m aka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 

dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. 

Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 

I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
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9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 

Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9);

D engan P ersetujuan Bersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan 

Keuangan m em uat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan 

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik D aerah/Perusahaan Daerah

P a s a l2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 

Anggaran 2018 sebagai berikut :



5

a. Pendapatan Rp. 3.785.562.578.471,15
b. Belanja Rp. 3.251.802.614.023,00

Surplus/(defisit)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan Rp. 352.655.750.081,43
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 66.549.298.824,00

Pembiayaan Netto

Rp.

Rp.

533.759.964.448,15

286.106.451.257,43

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 91.331.746.236,15 

dengan rincian sebagai berikut :

a. Angggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.694.230.832.235,00

b. Realisasi Rp. 3.785.562.578.471,15

Selisih Rp. 91.331.746.236,15

(2) Selisih anggaran dengan realisasi 

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih

belanja sejumlah Rp. (305.790.332.641,43)

Rp. 3.557.592.946.664,43 

Rp. 3.251.802.614.023,00
Rp. (305.790.332.641,43)
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Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (485.194.593.185,58) 
dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp. (286.106.451.257,43)

b. Surplus Tahun Berjalan Rp. 199.088.141.928,15

Selisih Rp. (485.194.593.185,58)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian 

sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Rp. 352.655.750.081,43

setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 352.655.750.081,43

Selisih Rp. -

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan Rp. 20.906.980.424,00

setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 20.906.980.424,00

Selisih Rp. -
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Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian 
sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 286.106.451.257,43
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 286.106.451.257,43

Selisih Rp. -

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai m ana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(l) huruf b 

per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. SAL (Awal) Rp. 352.655.750.081,43
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

SUB TOTAL
Rp. 352.655.750.081,43

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
SUB TOTAL

Rp. 485.194.593.185.58
485.194.593.185.58

d. Koreksi kesalahan pem bukuan tahun sebelumnya Rp. -

e. Lain-lain Rp. -
f. SAL (Akhir) Rp. 485.194.593.185,58

Pasal 5

Neraca sebagaimana dim aksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai 

berikut :
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a. Jum lah aset Rp. 9.969.851.312.761,14

b. Jum lah kewajiban Rp. 384.400.234.400,16

c. Jum lah ekuitas Rp. 9.585.451.078.360,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dim aksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d un tuk  tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO Rp. 3.901.620.473.009,76
b. Beban Rp. 3.410.813.838.282,73
c. Surplus/Defisit Operasional Rp. 490.806.634.727,03
d. Beban Luar Biasa Rp. 56.445.000,00
e, Surplus/Defisit - LO Rp. 490.750.189.727,03

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk  Tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :
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a. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2018 Rp. 353.231.410.098,43
b. Arus kas dari aktivitas oper asi Rp. 994.279.461.815,15
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (816.098.300.311,00)

non-keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (45.642.318.400,00)
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. (575.660.017,00)
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018 Rp. 485.194.593.185,58
g- Saldo Akhir Kas Di BUD Rp. 455.580.211.909,83
h. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 80.432.000,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. -

j- Kas di Bendahara BLUD Rp. 28.463.475.518,75
k. Kas Lainnya (Sisa Dana BOS) Rp. 1.070.473.757,00
1 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018 Rp. 485.194.593.185,58

P a s a l8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

1 ayat (1) huruf f untuk  Tahun

a. Ekuitas Awal Rp. 9.064.089.510.767,74
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 490.750.189.727,03
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Rp. -
d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 30.611.377.866,21

e. Ekuitas Akhir Rp. 9.585.451.078.360,98

Pasal 9

Catatan a tas Laporan Keuangan sebagaimana dim aksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 

2018 m em uat informasi baik secara kuantitatif m aupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum  dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I 

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

: Laporan Realisasi Anggaran

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran m enurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi;

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran m enurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah m enurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk  keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Operasional 

Laporan Perubahan Ekuitas 

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir
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k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

P- Lampiran XVI

q- Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Daftar Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun

dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik D aerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum  dalam Lampiran V Pera turan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum  dalam 

Lampiran VI Pera turan Daerah ini.

Pasal 12

G ubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penem patannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Ditetapkan di Kenclari
Pada tanggal té -  7 ~ 2019

GUBERNUR SUylJ»WESI TENGGARA,

A MAZI

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal — y — 2019

SEKRETARIS DAERAH

LA ODE MUSTARI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR : (X  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 12-153/2019


